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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM
PENANGGULANGAN OVERCROWDING
DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG

Permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan merupakan isu serius
dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang disebabkan oleh
ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan kapasitas hunian. Kondisi ini
berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, keterbatasan fasilitas, serta
meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Salah satu upaya yang
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui program pembebasan
bersyarat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan
petugas Lapas Kelas I Palembang, observasi langsung terhadap kondisi lapas,
serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang
relevan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan
bersyarat di Lapas Kelas 1 Palembang telah berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2022 tentang Pemasyarakatan. Program ini berkontribusi dalam mengurangi
jumlah penghuni lapas sehingga membantu menekan tingkat overcrowding.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa prosedur administrasi
yang relatif panjang, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta
adanya stigma masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan
bersyarat. Kesimpulan: Pembebasan bersyarat dapat dinilai cukup efektif sebagali
salah satu upaya dalam penanggulangan overcrowding di Lapas Kelas 1
Palembang. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya diperlukan perbaikan
sistem administrasi, pertingkatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan,
serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Overcrowding, Pemasyarakatan, Narapidana.
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ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF PAROLE IN ADDRESSING
OVERCROWDING AT THE CLASS I CORRECTIONAL
INSTITUTION OF PALEMBANG

The issue of overcrowding in correctional institutions is a serious concern within
Indonesia’s correctional system, caused by an imbalance between the number of
inmates and the available housing capacity. This condition has led to a decline in .
the quality of rehabilitation programs, limited facilities, and an increased risk of
security and order disturbances. One of the efforts undertaken to address this
problem is the implementation of a parole program. Method: This study employs
an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data
were collected through interviews with officers at Class I Correctional Institution
(Lapas) Palembang, direct observation of prison conditions, and literature studies
of relevant laws and regulations as well as academic sources. Results: The
findings indicate that the implementation of parole at Class I Correctional
Institution Palembang has been carried out in accordance with applicable laws
and regulations, particularly Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.
This program contributes to reducing the number of inmates, thereby helping to
alleviate overcrowding. However, its implementation still faces several
challenges, including relatively lengthy administrative procedures, limited human
resources for supervision, and societal stigma toward inmates granted parole.
Conclusion: Parole can be considered fairly effective as one of the measures to
address overcrowding at Class [ Correctional Institution Palembang.
Nevertheless, to enhance its effectiveness, improvements are needed in
administrative systems, an increase in both the quality and quantity of
correctional staff, and the optimization of public awareness and socialization

efforts.

Keywords: Parole, Overcrowding, Corrections, Prisoners.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu institusi
penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai
tempat pembinaan bagi narapidana. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya
bertujuan untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya,
memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
kembali diterima oleh masyarakat. Sistem ini berbeda dengan sistem
kepenjaraan yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan. Dalam
sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang tetap
memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.’

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di
Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah
overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
Overcrowding merupakan kondisi di mana jumlah narapidana yang berada
di dalam Lapas melebihi kapasitas yang seharusnya tersedia. Kondisi ini
menjadi permasalahan serius karena dapat berdampak pada menurunnya

kualitas pembinaan narapidana, meningkatnya potensi konflik antar warga

! Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; lihat juga Dwidja
Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2023),
hlm. 45..



binaan, serta menurunnya standar kesehatan dan keamanan di dalam
Lembaga Pemasyarakatan.?

Permasalahan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya
terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Palembang. Berdasarkan data Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia
terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara kapasitas yang
tersedia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Akibatnya, banyak
Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas hingga mencapai lebih dari dua
kali lipat dari kapasitas yang seharusnya.®

Kondisi overcrowding ini menimbulkan berbagai dampak negatif
dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Salah satunya adalah
terganggunya proses pembinaan narapidana yang seharusnya menjadi tujuan
utama dari pemidanaan. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas,
petugas Lembaga Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan secara optimal. Selain itu, kondisi hunian yang
padat juga dapat memicu berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya
angka kekerasan, penyebaran penyakit, serta pelanggaran disiplin di dalam

Lembaga Pemasyarakatan.*

? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Dwidja Priyatno,
Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hIm. 67.

® Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Statistik Pemasyarakatan Indonesia,
Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 143.



Kondisi overcrowding ini menimbulkan berbagai dampak negatif
dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Salah satunya adalah
terganggunya proses pembinaan narapidana yang seharusnya menjadi tujuan
utama dari pemidanaan. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas,
petugas Lembaga Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan secara optimal. Selain itu, kondisi hunian yang
padat juga dapat memicu berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya
angka kekerasan, penyebaran penyakit, serta pelanggaran disiplin di dalam
Lembaga Pemasyarakatan.”

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan
berbagai upaya, salah satunya melalui penerapan kebijakan pembebasan
bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui kebijakan
ini, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat diberikan
kesempatan untuk menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga
Pemasyarakatan dengan pengawasan dari pihak yang berwenang. Kebijakan
ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah penghuni Lapas
sekaligus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali

berintegrasi dengan masyarakat.®

® Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2023), hlm. 89; lihat juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Statistik
Pemasyarakatan Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.

® Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti
Menjelang Bebas.



Secara yuridis, pembebasan bersyarat diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dalam
ketentuan tersebut dijelaskan bahwa narapidana yang telah menjalani paling
sedikit dua pertiga masa pidana dan berkelakuan baik dapat diberikan
pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat administratif dan substantif
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.’

Meskipun demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam
praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama
adalah proses administrasi yang relatif panjang dan kompleks, yang
melibatkan berbagai tahapan verifikasi serta persyaratan yang harus
dipenuhi oleh narapidana. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia,
khususnya petugas pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan, juga
menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang
telah memperoleh pembebasan bersyarat.8

Di samping kendala administratif dan kelembagaan, terdapat pula
faktor sosial yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembebasan
bersyarat. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana
yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat menyebabkan proses
reintegrasi sosial menjadi kurang optimal. Narapidana yang kembali ke

masyarakat seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan,

" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

® Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan
Bersyarat.



membangun kembali hubungan sosial, serta mendapatkan kepercayaan dari
lingkungan sekitarnyat.9

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan
pembebasan bersyarat tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan
administratif, tetapi juga pada dukungan sosial dari masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan
masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses
reintegrasi narapidana. Dengan demikian, tujuan sistem pemasyarakatan
untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat
yang baik dan tidak mengulangi tindak pidana dapat tercapai secara
optimal.’Dalam konteks penanggulangan overcrowding di Lembaga
Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat memiliki peran yang cukup
strategis. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana yang
memenuhi syarat untuk menjalani sisa masa pidananya di luar di Lembaga
Pemasyarakatan, maka jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dapat
berkurang secara bertahap. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif
terhadap kondisi hunian di dalam Lapas serta meningkatkan efektivitas
proses pembinaan narapidana. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini
sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh

pihak terkait.™?

° Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2023), him. 112.

9 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem
Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 210.



Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang sebagai salah satu Lapas
besar di Provinsi Sumatera Selatan juga tidak terlepas dari permasalahan
overcrowding. Dengan jumlah narapidana yang terus meningkat setiap
tahunnya, pihak Lapas perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi
kondisi tersebut, termasuk melalui penerapan program pembebasan
bersyarat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai sejauh
mana efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam mengurangi
tingkat overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat di tingkat Lapas,
khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, terutama dalam
upaya mengatasi permasalahan overcrowding yang hingga saat ini masih
menjadi tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam
Penanggulangan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Palembang” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
lebih jelas mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat serta sejauh mana
kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan

overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan.



RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di bahas dalam
skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam upaya mengurangi
overcrowding?

2. Apa Saja Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan
Pembebasan Bersyarat dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan
Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang?

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai
pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya dalam
mengatasi masalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Palembang. Penelitian ini membahas bagaimana prosedur, mekanisme,
serta penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga membatasi pembahasan pada tingkat
efektivitas pembebasan bersyarat dalam mengurangi jumlah penghuni lapas
yang melebihi kapasitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Palembang. Penelitian tidak membahas seluruh bentuk program

integrasi narapidana lainnya seperti cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas



secara mendalam, melainkan lebih berfokus pada pembebasan bersyarat
sebagai objek utama penelitian.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis,
mengidentifikasi dan menjeleskan sebagai berikut :

a. Menganalisis pelaksanaan program pembebasan bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas [ Palembang dalam upaya
mengurangi overcrowding.

b. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat
keberhasilan pembebasan bersyarat dan Upaya Mengatasi
Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi pengetahuan bagi pengembangan
studi hukum pidana, pemasyarakatan, dan manajemen lembaga
pemasyarakatan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
mengenai program pembebasan bersyarat dan pengelolaan

overcrowding di lapas.



b. Manfaat Praktis

1) Memberikan masukan bagi pihak Lapas Kelas I Palembang
dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembebasan
bersyarat.

2) Menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Hukum dan
HAM dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan
narapidana dan penanggulangan overcrowding.

3) Membantu masyarakat memahami pentingnya pembebasan
bersyarat sebagai alternatif penanggulangan kepadatan

penghuni lapas..

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1.

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu
kegiatan atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai
dengan sasaran yang diinginkan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan tanpa memperhatikan besarnya
biaya atau usaha yang dikeluarkan.™

Pembebasan bersyarat adalah hak narapidana untuk dibebaskan
sebelum menjalani seluruh masa hukumannya, dengan memenuhi
syarat tertentu dan tetap berada dalam pengawasan aparat
pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan

reintegrasi sosial bagi narapidana, mendorong perilaku baik selama

Y Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 24.
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masa hukuman, serta membantu mengurangi kepadatan penghuni lapas
(overcrowding)lz.

3. Overcrowding adalah kondisi ketika jumlah penghuni dalam suatu
tempat melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga menyebabkan
ketidaknyamanan dan menurunnya kualitas hidup atau pelayanan.
Dalam konteks lembaga pemasyarakatan (lapas), overcrowding berarti

jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas hunian yang tersedia.’®

4. Lapas Kelas 1 adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I adalah
unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang
memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak
didik pemasyarakatan. Lapas Kelas I dikategorikan sebagai lapas
dengan kapasitas besar dan tingkat pengamanan tinggi, yang umumnya
menampung narapidana dengan masa pidana panjang atau dengan

risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan lapas kelas lainnya."*

F.  REVIEW STUDI YANG RELEVAN
Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian
ini. Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil

terdahulu.

12 Kurniawan, D. (2021). Hukum Pemasyarakatan dan Sistem Pembebasan Bersyarat di
Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.
® Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Tahun 2023, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023), him. 47.
Y Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Profil Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,
(Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, 2022), him. 12.



Tabel 1.1 Review Studi Yang Relevan
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No

Nama Peneliti

Tahun

Judul

Hasil

Hamja (Universitas
Wiralodra, Singaraja
Indramayu), Jurnal

2024

Pembaruan Kebijakan
Pemidanaan dalam
Rangka Mengatasi
Faktor penyebab
Overcrowding Lembaga
Pemasyarakatan di
Indonesia

Overcrowding di
Lembaga
Pemasyarakatan
disebabkan oleh
kebijakan
pemidanaan yang
terlalu
menekankan
pidana penjara,
sehingga perlu
pembaruan
melalui penerapan
alternatif
pemidanaan dan
perbaikan
manajemen
sistem

pemasyarakatan.'

Yosep dan Nadya
Shalestia Putri,
(Universitas Jenderal
Achmad Yani), Jurnal.

2025

Urgensi Penerapan
Pidana Alternatif Sebagai
Solusi Efektif Mengatasi
Overcrowding dan
Mewujudkan
Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia

Pidana alternatif
seperti
pengawasan,
kerja sosial, dan
denda dapat
secara signifikan
mengurangi
kepadatan
penghuni
lembaga
pemasyarakatan,
menurunkan
biaya
pemeliharaan,
namun
efektivitasnya
masih terbatas

> Hamja, “Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab
Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Jurnal Universitas Wiralodra, 2024.
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oleh kurangnya
lembaga
pelaksana dan
regulasi
pelaksanaan yang
belum lengkap.16

3. Sari, R. (Universitas
Indonesia, Jakarta)
Skripsi/tesis

2023

Efektivitas Pembebasan
Bersyarat dalam
Mengurangi Kepadatan
Narapidana di Lapas
Kelas I Jakarta

Pembebasan
bersyarat efektif
menurunkan
jumlah
narapidana,
namun
keberhasilannya
tergantung pada
pengawasan
pasca-
pembebasan dan
ketaatan
narapidana
terhadap
peraturan.’’

4 Putra, A. (Universitas
Gadjah Mada,
Yogyakarta)
Skripsi/tesis

2022

Alternatif Pemidanaan
sebagai Solusi
Overcrowding di Lapas
Indonesia

Alternatif
pemidanaan
seperti kerja
sosial, denda, dan
pembebasan
bersyarat terbukti
membantu
mengurangi
overcrowding,
namun
implementasi
masih terkendala

'® Yosep dan Nadya Shalestia Putri, “Urgensi Penerapan Pidana Alternatif Sebagai Solusi
Efektif Mengatasi Overcrowding dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,”

Jurnal Universitas Jenderal Achmad Yani, 2025.

7 Sari, R., “Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Mengurangi Kepadatan Narapidana
di Lapas Kelas I Jakarta,” Skripsi/Tesis, Universitas Indonesia, 2023.
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oleh regulasi yang
belum merata dan

kapasitas
pengawasan
terbatas.®
5 Dewi, L. (Universitas 2021 | Analisis Faktor Faktor pendukung
Airlangga), Pendukung dan meliputi
Skripsi/tesis Penghambat Pembebasan | kepatuhan

Bersyarat di Lapas Kelas
II Surabaya

narapidana dan
peran aktif
petugas; faktor
penghambat
meliputi
keterbatasan
sumber daya
lapas dan
prosedur
administrasi yang
rumit.*®

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis

empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak

hanya sebagai norma atau kaidah yang tertulis, tetapi juga sebagai

perilaku nyata dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk

menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam

upaya penanggulangan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

I Palembang.

8 Putra, A., “Alternatif Pemidanaan sebagai Solusi Overcrowding di Lapas Indonesia,”

Skripsi/Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Y Dewi, L., “Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembebasan Bersyarat di
Lapas Kelas II Surabaya,” Skripsi/Tesis, Universitas Airlangga, 2021.
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Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang
mengatur Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam peraturan
perundang-undangan, khususnya KUHP terbaru, serta menelaah
pelaksanaannya secara faktual di lapangan. Dengan demikian, penelitian
ini mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan empiris.20
2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian
ini meliputi:

1) Hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Palembang dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai
Pemasyarakatan.

2) Informasi empiris mengenai pelaksanaan hukuman alternatif serta
dampaknya terhadap tingkat hunian narapidana di Lapas Kelas I
Palembang.

3) Data primer ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata
mengenai efektivitas kebijakan pemidanaan non-pemenjaraan

dalam praktik.

% Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum.Jakarta: Kencana.
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b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder
terdiri atas:

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang
relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
terbaru, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta peraturan lain yang
mengatur pembebasan bersyarat.

2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku teks, jurnal
ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum
pidana yang membahas pemidanaan alternatif dan permasalahan
overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia
hukum, yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep
yang berkaitan dengan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
melalui beberapa teknik, yaitu:
1. Wawancara
Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-
terstruktur dengan aparat penegak hukum yang terkait, seperti
petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas [ Palembang dan

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan
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Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris
mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat serta faktor yang
mendukung dan menghambat pelaksanaan pembebasan
bersyarat dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan
Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Palembang.
Observasi

Observasi  dilakukan secara langsung di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang untuk memperoleh
gambaran nyata mengenai kondisi tingkat hunian, pelaksanaan
kebijakan pemasyarakatan, serta dampak penerapan hukuman
alternatif terhadap jumlah warga binaan. Observasi ini bersifat
non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung
dalam aktivitas lembaga pemasyarakatan.
Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil
penelitian terdahulu yang relevan dengan pemidanaan non-
pemenjaraan dan permasalahan overcrowding. Teknik ini
bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis

sebagai dasar analisis penelitian.
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Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi
dokumentasi terhadap data resmi, seperti laporan tingkat hunian
narapidana, statistik pemasyarakatan, serta dokumen internal
yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di

Lapas Kelas I Palembang pada periode 2025-2026.

d. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan

analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah dan

menafsirkan data secara sistematis dan logis untuk menjawab

permasalahan penelitian.

1)

2)

3)

Tahapan analisis data meliputi:

Reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data yang
diperoleh agar relevan dengan fokus penelitian.

Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam
bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian
mengenai efektivitas Pelaksaan Pembebasan Bersyarat dalam
penanggulangan overcrowding di Lapas Kelas I Palembang,
berdasarkan keterkaitan antara ketentuan hukum dan praktik

pelaksanaannya di lapangan.
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Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum pidana,

sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat yuridis empiris.

H. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Ruang Lingkup
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Kerangka Konseptual
F. Riview Studi Terhadulu yang Relevan
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka ini membahas teori-teori utama yang mendukung
efektivitas pembebasan bersyarat dalam penanggulangan overcrowding di
lapas kelas 1 palembang. Teori-teori ini berasal dari kriminologi, hukum
pidana, dan pemasyarakatan, baik perspektif internasional maupun nasional
Indonesia. Overcrowding di lapas sering kali disebabkan oleh
ketergantungan pada pemidanaan penjara, yang dapat dikurangi melalui

pendekatan alternatif seperti kerja sosial, probation, dan rehabilitasi.
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BAB 111 PEMBAHASAN
Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai permasalahan tentang
Efektifitas Pembebasan Bersyarat dalam penanggulangan overcrowding di
lapas kelas 1 palembang dan faktor pendukung dan penghambat
pembebasan bersyarat dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan
Pembebasan Bersyarat di lapas kelas 1 palembang.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran
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